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PENERAPAN PSAK NO.24 TENTANG IMBALAN MASA KERJA DAN 
UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG 
KETENAGAKERJAAN PADA PT.”X” 
 
ABSTRAKSI 
Oleh : Dandy Arditianto 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek aspek apa saja yang 
diperhitungkan dalam peraturan PSAK No. 24 dan ketentuan-ketentuan yang ada 
dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dalam menghitung beban manfaat 
karyawan, dimana beban manfaat karyawan ini wajib di adakan bagi setiap 
perusahaan sejak diberlakukannya pada tahun 2003, karena beban manfaat 
karyawan ini wajib didapatkan oleh karyawan yang bekerja di suatu perusahaan 
yang telah memberikan jasanya selama bekerja. 
Penelitian ini menggunakan munggunakan metode kualitatif, sumber 
datanya berupa sumber data primer, dimana sumber dari penelitian ini didapat 
dalam wawancara terhadap bebrapa karyawan perusahaan, tapi peneliti 
memfokuskan kepada bagian keuangan dalam penerapannya PSAK No. 24 dan 
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan aktuaris yang memperhitungkan jumlah 
beban manfaat karyawan perusahaan, karena bagian inilah yang mempunyai andil 
besar dalam perhitungannya dan implementasinya kepada para karyawwan 
lainnya. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan nilai beban manfaat karyawan yang 
akan diterima oleh para karyawan yang bekerja di suatu perusahaan dengan 
ketentuan yang telah di atur adalam PSAK No. 24 dan Undang-undang No. 13 
Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sehingga karyawan tahu berapa beban 
manfaat yang akan mereka terima pada saat berhenti bekerja dalam usia normal 
yang telah ditentukan oleh perusahaan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
      Keuangan Negara yang kuat merupakan syarat yang tidak bisa ditawar 
untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat, dimana keuangan negara ini 
diukur dari tingkat pendidikan dan pekerjaan masyarakatnya. Semakin maju 
tingkat pendidikan dan pekerjaan masyarakatnya, semakin maju pula Negara 
tersebut. Dengan ini pemerintah harus menambah dan membangun lapangan 
pekerjaan untuk mengurangi pengangguran serta memajukan pendidikan yang 
kelak nanti menjadi penopang dalam memajukan bangsa ini. Pemerintah juga 
harus berbenah untuk memajukan perekonomian, dan perlu menyusun strategi 
atau sistem yang digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Peraturan-
peraturan yang dibuat harus diterapkan dengan tegas, agar tidak ada terjadinya 
kesenjangan sosial. 
 Kebijakan dibidang keuangan mengkombinasikan rangsangan untuk 
memperbesar permintaan dengan pembaruan serta perubahan struktural, guna 
meningkatkan kemampuan bersaing kalangan bisnis dan industri serta untuk 
memperbaiki situasi lapangan kerja reformasi besar dibidang pajak yang 
dilakukan pemerintah akan sangat meringankan beban pembayar pajak dan 
membangkitkan permintaan yang besar didalam negeri. Akan tetapi pengurangan 
angka pengangguran secara signifikan hanya akan dapat dicapai melalui 
1 
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koordinasi yang selaras dari semua aspek kebijakan ekonomi, jadi dari kebijakan 
keuangan, moneter dan tarif imbalan kerja (Antonia, 2008) 
       Imbalan kerja merupakan seluruh bentuk imbalan yang diberikan 
perusahaan atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Gaji, upah, tunjangan cuti, iuran 
jaminan sosial, pensiun dan kontra prestasi terhadap karyawan merupakan bagian 
dari imbalan kerja. Imbalan kerja tersebut dalam pengakuannya oleh perusahaan 
dogolongkan dalam imbalan jangka pendek, imbalan jangka panjang, imbalan 
pasca kerja, pesangon pemutusan kontrak kerja dan imbalan berbasis ekuitas 
(PSAK No. 24 (REVISI 2004)). 
     Pekerja dan pengusaha mempunyai kepentingan langsung mengenai sistem 
dan kondisi imbalan kerja disetiap perusahaan. Pekerja dan keluarganya sangat 
tergantung pada imbalan yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan 
sandang, pangan, perumahan, dan kebutuhan lain. Sebab itu, para pekerja dan 
serikat pekerja selalu mengharapkan imbalan yang lebih besar untuk 
meningkatkan taraf hidupnya. 
       Di lain pihak, para pengusaha sering melihat imbalan sebagai bagian dari 
biaya saja, sehingga pengusaha biasanya sangat hati–hati untuk meningkatkan 
imbalan. Pemerintah berkepentingan juga untuk menetapkan kebijakan imbalan 
kerja, di suatu pihak untuk tetap menjamin standar hidup yang layak bagi pekerja 
dan keluarganya. Di lain pihak, kebijakan imbalan harus dapat menstimulasi 
investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan 
kerja serta mampu menahan laju inflasi (Antonia, 2008). 
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       Pekerja berpenghasilan sangat rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan 
gizi dan kesehatannya dengan memadai. Pekerja yang kurang protein akan 
menderita lesu darah dan tidak mampu bekerja secara produktif. Demikian juga 
bila kekurangan gizi dan kesehatan menyebabkan pekerja yang bersangkutan 
cepat lelah, lesu dan kurang bersemangat melaksanakan pekerjaannya. Oleh sebab 
itu, imbalan kerja perlu cukup layak dan terus meningkat supaya dapat 
meningkatkan kualitas hidup pekerja dan keluarganya. Peningkatan imbalan 
pekerja akan meningkatkan daya beli masyarakat pada umumnya, yang kemudian 
akan menggairahkan dunia usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 
       Di lain sisi, kenaikan imbalan yang tidak diikuti oleh kenaikan 
produktivitas para pekerja akan menimbulkan kesulitan bagi pengusaha. 
Peningkatan produktivitas bukan saja harus cukup mengimbangi kenaikan 
imbalan akan tetapi harus juga membuka peluang yang lebih besar bagi perusahan 
untuk terus tumbuh dan berkembang. 
       Saat ini sudah banyak perangkat hukum diantaranya Undang–undang No. 
13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan ketentuan Peraturan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 yang mengatur dengan jelas imbalan kerja, 
sehingga kesadaran perusahaan untuk membayar uang jasa dan uang pesangon 
semakih membaik. Menurut Undang–undang No. 13 tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan sudah dibedakan dengan jelas antara uang pesangon dan uang 
jasa berdasarkan lamanya masa kerja dan formula pembayarannya. Sehingga 
adanya peraturan pendukung dari PSAK yang telah direvisi akan membantu 
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perusahaan dalam mengatur keuangannya agar memiliki manfaat yang benefit 
(Antonia, 2008). 
       Sekarang ini juga masih ada perusahaan yang belum menerapkan PSAK 
No. 24 dan UU No. 13 Tentang Ketenagakerjaan. Ini bisa dilihat dari banyaknya 
fenomena demo karyawan karena gaji mereka atau uang pesangon mereka tidak 
dibayar perusahaan. Ini berkebalikan dengan peraturan dalam UU no. 13 dimana 
imbalan kerja adalah hak bagi setiap karyawan (Republika 2012-Indonesia). 
       PT. “X” ini yang akan menjadi objek penelitian penulis merupakan 
perusahan yang bergerak dibidang jasa pelayaran. Perusahaan ini mulai 
menerapkan peraturan PSAK No. 24 dan Undang-undang No. 13 tentang 
ketenagakerjaan mulai tahun 2007, dimana sebelum menerapkan peraturan ini, 
perusahaan sedikit susah untuk menentukan berapa besar imbalan yang harus 
diberikan atau upah kepada pegawai yang dipecat atau pensiun, karena tidak ada 
perhitungan yang digunakan untuk memberikan imbalan atas jasa karyawan. 
Setelah perusahaan menerapkan peraturan PSAK no. 24 dan Undang-undang no. 
13 tentang ketenagakerjaan ini, perusahaan bisa memperkirakan berapa yang 
segarusnya diberikan kepada karyawan atas jasa yang diberikan semasa bekerja. 
Meskipun sudah menerapkan peraturan PSAK No. 24 dan undang-undang No. 13 
tentang ketenagakerjaan, ada beberapa karyawan yang masih kurang atas imbalan 
yang mereka terima atas jasanya. 
       “kita sudah mencadangkan dan memberikan hak buat karyawan yaitu 
berupa imbalan masa kerja, tetapi beberapa karyawan merasa kurang puas atas 
imbalan yang telah diberikan” kata bapak Joko selaku bagian keuangan PT. “X”. 
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       Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti tertarik untuk 
mengadakan penelitian dengan judul ”Penerapan PSAK No. 24 dan Undang-
Undang No. 13 tentang ketenagakerjaan pada PT. X.” 
  
1.2. Perumusan Masalah 
       Dari latar belakang tersebut , maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 
- Bagaimana penerapan PSAK No. 24 Tentang Akuntansi Imbalan Kerja 
dan Undang–undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pada PT 
“X”? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
       Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan PSAK 
No. 24 tentang Akuntansi Imbalan Kerja dan Undang – undang No. 13 tahun 2003 
tentang ketenagakerjaan pada PT. “X”, dan mengetahui alas an PT. “X” dalam 
membuat imbalan masa kerja bagi para pekerjanya. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
       Penelitian ini dilakukan supaya diharapkan dapat : 
a. Memberikan informasi tentang penerapan Akuntansi Imbalan Kerja yang tepat 
sesuai dengan PSAK No. 24 
b. Menjadi bahan masukan atau bahan acuan bagi mperusahaan dalam 
mengungkapkan pengakuan atas kewajiban yang timbul akibat 
diberlakukannya Undang–undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 
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c. Dapat memberikan informasi dalam hal kendala-kendala apa saja yang 
dihadapi oleh perusahaan dalam penerapan PSAK no. 24 dan undang-undang 
no. 13 tentang ketenagakerjaan 
d. Memberikan informasi tambahan untuk peneliti lain yang ingin melakukan 
penelitian lebih lanjut maupun memahami secara mendalam tentang 
Akuntansi Imbalan Kerja yang sesuai dengan Undang–undang 
ketenagakerjaan. 
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